BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat diambil kesimpulan bahwa
Aspek Hukum Perlindungan Sungai Ciliwung dari Pencemaran Akibat
Permukiman Liar seperti pencegahan, penanggulangan, pemulihan sudah di
jalankan walaupun dalam hal ini untuk memberikan perlindungan terhadap
sungai Ciliwung belum berjalan secara efektif karena kurangnya kesadaran
masyarakat dan peran serta masyarakat untuk memberhasilkan program yang
dilakukan oleh Pemerintah atau Dinas terkait sehingga hasil yang di dapatkan
pun kurang maksimal. Kurangnya keberhasilan Pemerintah untuk melindungi
sungai Ciliwung dari Pencemaran Akibat Permukiman liar bukan hanya saja
dilihat dari faktor masyarakat yang tinggal di permukiman liar di sempadan
sungai tetapi juga kurangnya ketegasan dan kesigapan Pemerintah untuk
mengatasi permasalahan tersebut sehingga untuk menyelesaikan permasalahan

Permukiman liar di sempadan sungai Ciliwung semakin sulit di selesaikan.

Kepadatan penduduk di DKI Jakarta pun menyebabkan Pemerintah atau
Dinas yang terkait sulit untuk menertibkan permukiman liar karena dalam hal
ini kekurangan lahan untuk pembuatan rumah susun bagi masyarakat pun
menjadi hal yang kompleks karena penertiban tidak semata-mata langsung
begitu saja dilakukan tetapi harus diberikan penggantian tempat tinggal terlebih

dahulu seperti rusun setelah adanya rusun baru dapat ditertibkan. Untuk

57



permasalahan limbah domestik itu sendiri pun belum terselesaikan dengan baik
karena lagi-lagi kekurangan lahan atau keterbatasan lahan yang dimiliki oleh
Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini sulit untuk dibuatnya IPAL Komunal
sehingga MCK dari permukiman liar langsung dibuang ke sungai dan
permukiman yang padat penduduk pun yang sudah memiliki septitancknya
sendiri terkadang mengalami beberapa masalah yang pada akhimya tidak
dikelola terlebih dahulu dan langsung membuang MCK ke sungai Ciliwung.
Serta kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai

merupakan kendala untuk mencegah terjadinya pencemaran.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia harus menyediakan anggaran khusus untuk
menangani permasalahan permukiman liar yang berada di sempadan
sungai Ciliwung agar permasalahan pencemaran lingkungan di DKI
Jakarta semakin berkurang dan dengan tidak adanya permukiman
liar di sungai Ciliwung membuat sungai dapat digunakan sesuai
dengan peruntukannya dan untuk tetap menstabilkan kondisi
tersebut di perlukannya perlindungan yang lebih baik lagi terhadap
sungai.

2. Perlu adanya kerja sama dan koordinasi yang lebih baik antara
dinas-dinas atau bidang-bidang yang terkait untuk menyelesaikan
permasalahan sungai yang selalu terkena dampak dari adanya

permukiman liar.

58



3. Dinas-dinas atau bidang-bidang yang terkait harus memberikan
sosialisasi secara rutin seperti sebulan 3 (tiga) kali agar masyarakat
yang berada di permukiman liar merasa bahwa Pemerintah serius
menangani permasalahan tersebut sehingga masyarakat timbul rasa
malu dan mau ikut berkontribusi dalam mensukseskan program
yang di berikan oleh Pemerintah atau dinas-dinas terkait.

4. Sosialisasi yang diberikan harus diiringi oleh tindakan sehingga
masyarakat tidak mengangap remeh sosialisasi tersebut, seperti:
sosialisasi mengenai dilarang membuang sampah ke sungai dalam
hal ini Dinas Lingkungan Hidup setelah melakukan sosialisasi
segera melakukan aksi dengan cara mengajak masyarakat yang
tinggal di permukiman liar turun ke sungai untuk membersihkan

sampah yang mereka buang dengan bantuan pihak-pihak lain.
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Gambar 1 ( Salah satu contoh masyarakat membuang sampah di} sungai Ciliwung)

Sumber: Permukiman Liar di sungai Ciliwung (8 Agustus 2018)

Gambar 2 (Mobil Pengangkat Sampah Permukiman legal)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta ( 8 Oktober 2018)



Gambar 3 (Truk Pengangkutan Sampah ke TPA)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DK1 Jakarta (8 Oktober 2018).

Gambar 4 (Alat Berat Pengangkutan Sampah di Jembatan)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (UPK Badan Air) ( 8 Oktober

2018).



Gambar 5 (Bentuk Container Pembuangan Sampah)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta ( 8 Oktober 2018).

Gambar 6 ( Peta Permukiman Liar RW. 04 Manggarai Utara)
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Sumber: RW. 04 J1. Manggarai Utara 2 (9 Oktober 2018)



Gambar 7 ( Petugas kebersihan yang membersihkan permukiman legal)

Sumber : Permukiman Legal DKI Jakarta (10 Oktober 2018).

Gambar 8 (Kondisi Permukiman Liar di sungai Ciliwung)

Sumber: Permukiman Liar di daerah Manggarai Jakarta Selatan ( 23 Oktober 2018).
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